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5.2 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1.

Proses pertimbangan hukum terdiri atas identifikasi norma pasal 57 KHI
huruf ¢ dan analisis fakta dan verfikasi bukti. Hakim tingkat pertama(PA
Sampit) memahami pasal 57 KHI huruf ¢ secara tekstual, sedangkan
hakim tingkat banding (PTA Palembang) memahami pasal 57 KHI huruf c
secara kontekstual yaitu dengan melihat fakta yang terungkap di
persidangan. Analisis fakta dan verifikasi bukti, hakim tingkat pertama(PA
Sampit) dalam membuktikan pasal 57 KHI huruf ¢ dibuktikan dengan
surat keterangan medis atau dokter bahwa istri tidak bisa hamil lagi,
hakim tingkat banding (PTA Palembang) dalam membuktikan pasal 57
KHI huruf ¢ hakim berpedoman kepada surat tertulis menyatakan istri
kandungannya lemah dan dikuatkan dengan keyakinannya bahwa istri
memang lemah kandungannya.

Metode interpretasi dan penerapan prinsip keadilan yang diterapkan
hakim tingkat pertama (PA Sampit) dan hakim tingkat banding. hakim
tingkat pertama menggunakan metode interpretasi tekstual, hakim
tingkat banding (PTA Palembang) menggunakan metode interpretasi
kontekstual dalam memahami syarat alternatif ini. Prinsip keadilan yang
diterapkan oleh hakim tingkat pertama (PA Sampit) untuk mengadopsi
anak daripada berpoligami, sedangkan hakim tingkat banding (PTA
Palembang) menerapkan prinsip keadilan apabila syarat salah satu
terpenuhi maka itu adil untuk dikabulkan poligami.

Faktor yang menyebabkan perbedaan putusan tingkat pertama dan
putusan tingkat banding. Hakim tingkat pertama (PA sampit) konsisten
dengan bukti surat keterangan medis dan fakta persidangan. Hakim

tingkat banding (PTA Palembang) tetap memegang teguh memori banding
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dan menilai hakim tingkat pertama kurang teliti dalam memeriksa

perkara.

Saran

Berdasarkan hasil penilitian terhadap masalah yang telah dipaparkan,

maka dapatlah disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1.

Bagi Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama disarankan
agar hakim dalam memeriksa perkara izin poligami yang berkaitan
dengan syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 57 KHI
tidak hanya berpegang pada bunyi tekstual norma, tetapi juga
mempertimbangkan aspek kontekstual melalui pendekatan maqasid al-
syari‘ah, kondisi faktual rumah tangga, serta potensi mafsadat dan
maslahah yang akan timbul dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan.
Bagi  Pembentuk  Undang-Undang dan  Mahkamah  Agung
Disarankan agar pembentuk undang-undang bersama Mahkamah Agung
menyusun pedoman yang lebih rinci dan operasional mengenai indikator
istri tidak dapat melahirkan keturunan dan syarat alternatif lainnya,
termasuk standar pembuktian medis, sehingga disparitas penafsiran dan
putusan antar tingkat peradilan dapat diminimalisir dan tercapai
keseragaman praktik peradilan dalam perkara izin poligami.

Bagi Calon Pemohon Izin Poligami disarankan agar setiap suami yang
berniat mengajukan izin poligami memahami dengan baik syarat alternatif
dan syarat kumulatif yang ditentukan undang-undang, mempersiapkan
bukti-bukti yang sah khususnya bukti medis terkait kondisi istri, serta
mempertimbangkan dampak sosial psikologis bagi istri dan anak sebelum
menempuh jalur hukum, sehingga permohonan yang diajukan tidak
sekadar berlandaskan keinginan subjektif.

Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan agar penelitian lanjutan tidak hanya
mengkaji dua putusan sebagaimana dalam skripsi ini, tetapi memperluas
objek penelitian pada lebih banyak putusan Pengadilan Agama dan

Pengadilan Tinggi Agama di berbagai daerah, termasuk menelaah secara
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komparatif pertimbangan hakim dalam konteks syarat kumulatif,
sehingga diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang pola nalar

hukum hakim dalam perkara izin poligami.
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